BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan
sebelumnya maka sebagai langkah akhir pada penelitian ini, peneliti menarik
kesimpulan tentang bagaimana peran KPU Kabupaten Gorontalo dalam
meminimalisir pemilih golput pada pemilihan Bupati tahun 2015 di desa
Balahu di antaranya pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Gorontalo,
kendala pada pelaksanaan sosialisasi, upaya dalam menanggulangi kendala
pelaksanaan sosialisasi pada pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo serta
faktor-faktor kendala internal maupun eksternal KPU Kabupaten Gorontalo
dalam meminimalisir pemilih golput pada pemilihan Bupati Kabupaten
Gorontalo tahun 2015 di desa Balahu. Adapun kesimpulan menurut hemat

peneliti ialah sebagai berikut :

5.1.1 Peran KPU Kabupaten Gorontalo Dalam Meminimalisir Pemilih

Golput Pada Pemilihan Bupati Tahun 2015 Di Desa Balahu

Peran KPU Kabupten Gorontalo dalam menyukseskan penyelenggaraan
pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang demokratis
merupakan satu hal yang penting bagi masyarakat. Di samping itu peran serta
masyarakat dalam menyukseskan pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo tentu
akan menciptakan tatanan penyelenggara pemerintahan yang berkualitas serta
bermartabat. Pada kaitannya tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gorontalo
dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo
tahun 2015 yaitu dengan melakukan pelaksanaan sosilaisasi mengenai tahapan
dan program, aturan main, serta jadwal pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo
kepada masyarakat di desa Balahu, dalam hal ini dilakukan oleh pelaksana
penyelenggara pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo, mulai dari Panitia

Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta



tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan segmentasi yang menjadi kelompok
sasaran sosialisasi tersebut.

Peran KPU Kabupaten Gorontalo dalam mensosialisasikan kepada
masyarakat mengenai tahapan dan program serta jadwal penyelenggaraan
pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015 sudah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang tugas dan wewenang lembaga
penyelenggara pemilihan kepala daerah di Kabupaten dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2015 tentang pelaksanaan sosialisasi
dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan
wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil
Walikota.

Pentingnya pelaksanaan sosialisasi pada pemilihan Bupati Kabupaten
Gorontalo, dalam hal ini KPU Kabupaten Gorontalo, PPK Kecamatan dan PPS
Desa Balahu sebagai penyelenggara pelaksanaan sosialisasi tersebut tentunya
bukan tanpa tujuan, agar bisa terwujudnya pemerintahan yang representatif,
efektif, dan pro-rakyat maka sudah sewajarnya bila pelaksanaan sosialisasi
pada pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo memiliki target dan tujuan yang
jelas. sebagaimana tujuan pelaksanaan sosialisasi yaitu menyebarluaskan
informasi tahapan dan program serta jadwal pemilihan, meningkatkan
pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang pemilihan serta
meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati kabupaten
Gorontalo tahun 2015.

Terselenggaranya pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo bukannya
tanpa ada hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaannya, mulai dari
minimnya anggaran untuk mendanai pelaksanaan sosialisasi dan sikap
masyarakat yang kurang responsif terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan
oleh KPU Kabupaten Gorontalo, PPK Kecamatan, dan PPS Desa. Akan tetapi,
berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Gorontalo
dalam menanggulangi kendala pada pelaksanaan sosialisasi, untuk
meminimalisir penggunaan anggaran yang banyak maka pada pelaksanaan

sosialisasi KPU Kabupaten Gorontalo membuat Rumah Pinta Pemilu (RPP)



sebagai sarana penunjang pendidikan politik untuk masyarakat pada pemilihan
Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015, selain itu upaya yang dilakukan agar
masyarakat mau menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut, pihak PPK dan PPS
melakukan pendekatan secara langsung atau dengan mendatangi rumah-rumah
masyarakat dan memanfaatkan setiap kegiatan yang berlangsung di desa
Balahu sekedar untuk menyisipkan dan mengingatkan kembali kepada
masyarakat khususnya desa Balahu agar dapat menggunakan hak pilihnya pada
saat hari pemungutan suara berlangsung untuk memilih Bupati Kabupaten
Gorontalo tahun 2015.

5.1.2 Faktor Kendala Internal Dan Eksternal KPU Kabupaten
Gorontalo Dalam Meminimalisir Pemilih Golput Pada Pemilihan
Bupati Tahun 2015 Di Desa Balahu

Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah mekanisme politik untuk
mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan cara
menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten Gorontalo untuk memilih pemimpin daerah khusunya Bupati
Kabupaten Gorontalo secara langsung dan demokratis. Tidak dapat di pungkiri
pada proses pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Bupati Kabupaten
tahun 2015, masih terdapat sebagian besar masyarakat yang tidak
menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara berlangsung
seperti yang terjadi pada masyarakat di desa Balahu. Sangat disayangkan di
saat masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi untuk memilih pemimpin
daerahnya justru malah tidak menggunakan hak pilihnya tersebut pada
pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015.

Faktor-faktor kendala KPU Kabupatn Gorontalo dalam meminimalisir
pemilih golput yang terjadi pada masyarakat di desa Balahu, diantaranya di
sebabkan oleh faktor internal serta faktor eksternal KPU Kabupaten Gorontalo
itu sendiri. Faktor kendala internal KPU Kabupaten Gorontalo dalam
meminimalisir pemilih golput ialah masih terbatasnya jumlah personil

penyelenggara dan pelaksana sosialisasi khusunya pada Divisi SDM dan



partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Gorontalo, belum memadainya sarana
dan prasarana penunjang penyelenggaraan di tingkatan Kecamatan dan Desa
serta tidak meratanya kualitas SDM pelaksana penyelenggara pilkada di
tingkatan Kecamatan dan Desa sehingga menyebabkan penyelenggaran
pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo belum secara maksimal di rasakan
manfaatnya oleh masyarakat. Sedang untuk faktor kendala eksternal KPU
Kabupaten Gorontalo ialah tidak adanya dukungan partisipasi masyarakat
untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten
Gorontalo tahu 2015, di samping itu, tidak adanya upaya yang dilakukan oleh
partai-partai politik, ormas-ormas dan stakeholder lainnya dalam memberikan
edukasi terutama pendidikan politik pemilihan kepada masyarakat khususnya
pemilih yang ada di desa Balahu.

KPU Kabupaten Gorontalo dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati
Kabupaten Gorontalo berharap kepada seluruh instansi pemerintah maupun
swasta serta segenap element masyarakat agar bisa bersama-sama, bahu-
membahu serta bertanggung jawab dalam menyukseskan penyelenggaraan
pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015, mengingat akan
pentingnya partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati maka untuk itu,
kejadian yang terjadi pada masyarakat di desa balahu agar tidak terulang lagi
pada penyelenggaraan-penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa yang

akan mendatang.

5.2 Saran
Menyimak hasil kesimpulan di atas maka ada beberapa hal yang perlu

penulis sarankan untuk menjadi perhatian semua pihak, yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo sampai pada tingkatan kecamatan dan
desa seyogyanya dapat memberikan bantuan yang lebih optimal dalam hal
mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan Bupati dengan dapat
memaksimalkan serta memfungsikan tokoh-tokoh agama, pemuda,
perempuan, serta tokoh masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan

pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo ;



2. Perlu adanya peran serta pemerintah daerah dalam mempersiapkan
penyusunan regulasi penyelenggara serta penyediaan sarana dan prasarana
penunjang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mulai dari tingkatan
Kecamatan hingga ke tingkatan Desa harus lebih dimaksimalkan;

3. Untuk menanggulangi terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)
KPU Kabupaten serta masih tidak meratanya Sumber Daya Manusia
(SDM) pada pelaksana penyelenggara pemilihan Bupati Kabupaten
Gorontalo pada tingkatan kecamatan dan desa, perlu adanya perubahan
peraturan dalam syarat-syarat perekrutan penyelenggara Kkhususnya
menyangkut faktor usia minimal 19 tahun serta dapat memberikan
kesempatan yang lebih kepada masyarakat untuk menjadi penyelenggara
baik pada tingkatan kecamatan maupun desa.

4. Perlu adanya edukasi yang berjenjang mengenai pemilihan serta perlu
adanya peningkatan pendidikan politik melaului partai-partai politik,
ormas-ormas, dan stakeholder lainnya karena hal ini juga bagian dari
pelaksanaan sosialisasi pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo serta peran
serta dan partisipasi dari masyarakat harus lebih ditingkatkan dalam setiap
penyelenggaran pemilihan kepala daerah khusunya pemilihan Bupati

Kabupaten Gorontalo.
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